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Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh penerbitan Nomor Induk
Berusaha (NIB) sebagai instrumen dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan legalitas usaha di
kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Desa Tegalreja. Melalui
kombinasi wawancara, survei, dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi dampak
konkretnya terhadap kesadaran lingkungan dan peningkatan legalitas usaha di kalangan UMKM.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dijalankan dengan metode door to door, di mana para peneliti
mendatangi langsung kediaman masing-masing pemilik UMKM di Desa Tegalreja. Langkah-langkah ini
tidak hanya melibatkan penerbitan NIB, tetapi juga edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap
regulasi lingkungan dan hukum usaha yang berlaku. Dengan demikian, pengabdian masuarakat ini tidak
hanya mengukur efektivitas NIB sebagai instrumen legalitas, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor
pendukung dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan ketaatan hukum di kalangan UMKM. Tim
berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efek penerbitan NIB dan
upaya-upaya pengabdian masyarakat dalam memperkuat kesadaran lingkungan dan legalitas usaha di
tingkat lokal, khususnya di Desa Tegalreja. Hasil pengabdian masyarakat ini memberikan pemahaman
mendalam tentang peran NIB dalam memperkuat kesadaran lingkungan dan legalitas usaha di tingkat
lokal, serta memberikan landasan untuk rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam mendukung
pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Desa Tegalreja.
Kata kunci: Nomor Induk Berusaha, Legalitas Usaha, UMKM, Kewirausahaan
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1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam
perekonomian suatu wilayah atau negara. UMKM menjadi komponen penting yang berkontribusi
dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Dimana UKM unggul dalam menyikapi krisis
ekonomi saat ini. Karena itu, UKM harus selalu dapat beroperasi dan memberikan pelatihan kepada
pengguna untuk memperkuat fondasi usahan, khususnya di era digital. Sulit bagi manajemen untuk
menyembunyikan fakta bahwa manajemen membutuhkan bimbingan, pengetahuan, dan
pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan legalitas dan izin usaha [1]

Desa Tegalreja, terletak di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, memiliki sejumlah
pelaku UMKM yang signifikan. Namun, masih banyak dari mereka yang belum memahami dan
menyadari pentingnya memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Beberapa
orang mungkin beranggapan bahwa proses pengurusan izin usaha dan legalitas merupakan tugas
yang rumit dan memakan waktu. Sementaraitu, penting untuk diketahui bahwa NIB memiliki banyak
manfaat dan aplikasi yang luas. Izin usaha, atau legalitas, adalah konsep kunci dalam mendirikan
organisasi karena perlu memiliki legalitas untuk membatasi di mana bisnis dapat melakukan bisnis
di masyarakat saat ini [2].

Izin usaha atau legalitas adalah proses atau status yang diberikan oleh pemerintah atau
lembaga terkait kepada suatu usaha atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku [3]. Legalitas usaha ini mengindikasikan bahwa usaha
tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum dan berhak untuk beroperasi
secara sah. Legalitas usaha bisa mencakup berbagai hal, tergantung pada jenis dan skala usaha, serta
peraturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah [4]. Legalitas usaha sangat penting karena
memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha dan konsumen, mengatur persaingan yang
sehat di pasar, serta memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku [5]. Tanpa legalitas usaha, sebuah usaha dapat terkena sanksi hukum, denda, atau
bahkan pencabutan izin operasionalnya.

Legitimasi bisnis adalah bukti bahwa UMKM terkait telah mendirikan bisnis untuk
menunjukkan keberadaan dan kelangsungan bisnis dan untuk memastikan keamanan dan
perlindungan bisnisnya [6]. Agar lingkungan yang aman dan menguntungkan bagi UMKM dapat
diciptakan, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru. Sesuai dengan kebijakan ini,
diperlukan izin resmi yang lengkap bagi badan usaha UMKM. Dasar dari langkah ini adalah untuk
memanfaatkan sejumlah keuntungan yang timbul dari legalitas bisnis ini, termasuk diantaranya
perlindungan hukum yang terjamin, kemudahan dalam mengembangkan usaha, serta peluang
pemasaran yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor [7]

Desa Tegalreja, seperti banyak daerah pedesaan di Indonesia, memiliki potensi yang besar
dalam pengembangan sektor UMKM. Namun, kendala utama yang dihadapi oleh UMKM di desa
tersebut sering kali terkait dengan kurangnya kesadaran akan aspek-aspek hukum dan lingkungan
yang berkaitan dengan operasional usaha mereka. Terlebih lagi, dalam wupaya untuk
mengintegrasikan UMKM dalam pasar yang lebih luas, pemenuhan persyaratan legalitas usaha
menjadi krusial, baik untuk keberlangsungan usaha maupun untuk mengakses dukungan dan
fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan [8].

Penerbitan NIB oleh pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan upaya
memudahkan berusaha di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran hukum
dan lingkungan di kalangan UMKM [9]. Namun, implementasi dan efektivitas NIB di tingkat desa
masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampaknya terhadap praktik bisnis
dan kesadaran lingkungan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, penelitian atau kegiatan pengabdian
masyarakat di Desa Tegalreja bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerbitan NIB dapat
menjadi instrumen untuk meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan di kalangan UMKM.
Dengan memahami peran dan dampak NIB secara holistik, diharapkan dapat ditemukan strategi
yang efektif untuk memperkuat legalitas usaha dan ketaatan lingkungan, serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, terungkap bahwa beberapa UMKM di Desa
Tegalreja menghadapi masalah yaitu absennya legalitas usaha seperti NIB. Rendahnya kepemilikan
dokumen legalitas ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pelaku UMKM mengenai
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manfaat dan urgensi memiliki izin usaha, serta keterbatasan informasi mengenai prosedur
pengurusan izin tersebut [10]. Guna menganggulangi kendala ini, diperlukan kerja sama yang erat
dengan UMKM Desa Tegalreja untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah Desa berharap
kolaborasi ini akan memungkinkan mereka berperan sebagai fasilitator dalam memberikan
bimbingan dan dukungan kepada UMKM, dengan tujuan agar usaha-usaha tersebut dapat tumbuh
dan berkembang secara lebih efektif.

Program pengabdian kepada masyarakat ini secara keseluruhan bertujuan memberikan
pendampingan kepada para pelaku UMKM di Desa Tegalreja mengenai proses pembuatan akun dan
langkah-langkah pengurusan legalitas melalui sistem Online Single Submission (0SS). Kegiatan ini
dapat membantu pelaku usaha memperoleh NIB sebagai bentuk legalitas resmi untuk usaha mereka.
Diharapkan bahwa melalui kepemilikan NIB ini, pelaku usaha akan memiliki dasar hukum yang kuat,
sehingga dapat meningkatkan status dan kualitas usaha mereka secara keseluruhan [11]. Dasar
hukum yang mengatur prosedur, persyaratan, dan tata cara penerbitan NIB untuk pelaku usaha di
Indonesia, baik untuk UMKM maupun sektor lainnya antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission/0SS), yang mengatur tentang sistem perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik di Indonesia, yang mencakup penerbitan NIB sebagai bagian dari
proses perizinan berusaha yang lebih efisien dan transparan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik. Peraturan ini mengatur prosedur dan tata cara penerbitan NIB serta integrasi
perizinan berusaha secara elektronik melalui OSS.

¢. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Penghapusan Badan Usaha secara Elektronik. Peraturan ini
mengatur tentang pendaftaran badan usaha secara elektronik, termasuk prosedur pendaftaran
untuk mendapatkan NIB.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/P0OJK.04/2014 tentang Penyelenggaraan
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mencakup
ketentuan terkait penerbitan NIB untuk pelaku usaha di sektor fintech yang bergerak dalam
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

. METODE PENELITIAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada lima UMKM yang berlokasi di Desa
Tegalreja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Program ini diorganisir melalui dua bentuk
kegiatan utama, yakni penyediaan edukasi dan proses penerbitan NIB. Kegiatan ini dilakukan melalui
pendekatan door-to-door, di mana tim pengabdian secara langsung mengunjungi tempat tinggal
setiap pelaku UMKM di wilayah Desa Tegalreja. Jenis-jenis usaha UMKM meliputi dari industri
makanan dan minuman dan perancangan sembako. Pelaksanaan dilakukan pada bulan Agustus 2023
pukul 17.00 - selesai.
Kegiatan pengabdian masyarakat melalui tahapan dalam mengimplementasikan metode
tersebut yaitu:
a. Tahap Persiapan
Pada fase persiapan, tim pelaksana pelayanan melaksanakan beberapa langkah untuk
memastikan kelancaran proses. Tim pengabdian masyarakat merencanakan secara matang
langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan survei atau observasi. Mereka menetapkan
tujuan, ruang lingkup, serta metode yang akan digunakan. Pertama, pengabdi melakukan
pendataan untuk mengumpulkan informasi mengenai jumlah UMKM yang ada di wilayah
tersebut. Tim melakukan survei atau observasi langsung terkait dengan kesadaran lingkungan
dan legalitas usaha di kalangan UMKM. Mereka mungkin menggunakan kuesioner atau pedoman
wawancara untuk mengumpulkan data yang relevan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan
formulir yang berisi data-data penting yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam
pembuatan NIB.
b. Tahap Pelaksanaan dan Edukasi
Tim mengatur jadwal kunjungan ke setiap pemilik UMKM di Desa Tegalreja. Mereka
memperhitungkan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan agar dapat bertemu dengan
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pemilik usaha tanpa mengganggu aktivitas bisnis mereka. Pada tahap pelaksanaan dan edukasi,
pendekatan door-to-door akan diimplementasikan dengan cara mengunjungi langsung kediaman
setiap UMKM. Dalam fase ini, langkah pertama adalah memberikan edukasi kepada pelaku UMKM
tentang pentingnya memiliki NIB sebagai bagian dari legalitas usaha mereka. Edukasi ini juga
akan mencakup pemahaman mendalam mengenai manfaat NIB dalam mengamankan dan
mengembangkan usaha mereka. Tim memberikan informasi dan edukasi kepada pemilik UMKM
tentang pentingnya memiliki NIB dalam menjalankan usaha mereka. Mereka menjelaskan
manfaat NIB serta prosedur yang diperlukan untuk memperolehnya. Selanjutnya, pelaksana
membantu para pelaku UMKM dalam mengisi formulir dengan data yang diperlukan untuk proses
penerbitan NIB. Dalam hal ini, pengabdi akan memberikan pendampingan untuk memastikan
bahwa formulir diisi dengan benar dan lengkap.
c. Tahap Pembuatan

Pada tahap pembuatan NIB, pelaksana pengabdian akan melaksanakannya secara mandiri dengan
mengacu pada data UMKM yang telah dikumpulkan melalui metode door-to-door. Langkah ini
akan dilakukan secara bertahap, di mana setiap data UMKM akan diolah untuk menghasilkan NIB
yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masing-masing pelaku UMKM. Setelah selesai
melakukan kunjungan, tim menganalisis data yang telah dikumpulkan. Mereka menyusun laporan
yang berisi temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan program wajib bagi mahasiswa Universitas
Muhadi Setiabudi, waktu pelaksanaan pengabdian ini sesuai dengan kebijakan dari LPPM yaitu dari
tanggal 18 Juli s.d. 26 Agustus 2023. Data yang terkumpul dari survei dapat mencakup tingkat
kesadaran lingkungan dan pemahaman hukum di kalangan pemilik UMKM sebelum dan sesudah
penerbitan NIB. Hal ini dapat mencakup pengetahuan tentang regulasi lingkungan, pemahaman akan
pentingnya NIB, dan kesadaran terhadap aspek-aspek hukum dalam menjalankan usaha. Analisis
data survei dapat mengidentifikasi tren dan pola perilaku di antara pemilik UMKM terkait dengan
kesadaran lingkungan dan ketaatan hukum. Hal ini dapat membantu dalam memahami variabel-
variabel yang memengaruhi tingkat kesadaran dan ketaatan tersebut. Dengan menganalisis hasil
kegiatan dengan cermat, dapat diperoleh wawasan yang berharga tentang efektivitas penerbitan NIB
dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih baik dalam memperkuat kesadaran lingkungan dan
legalitas usaha di kalangan UMKM Desa Tegalreja.

Antusiasme warga Desa Tegalreja dalam pembuatan NIB sangat rendah. Kurangnya antusias
masyarakat dalam memperoleh NIB disebabkan oleh kekhawatiran akan tingginya pembayaran
pajak penghasilan dan sulitnya memenuhi standar kepatuhan berusaha jika usaha tersebut tergolong
berisiko sedang, tinggi, dan rendah. Masyarakat kekhawatiran dan kendala yang mungkin dimiliki
warga terkait dengan penerbitan NIB, dan berikan solusi atau klarifikasi yang sesuai. Libatkan warga
dalam proses perencanaan dan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan NIB. Selain
minimnya pengetahuan mengenai manfaat dan keuntungan memiliki nomor usaha. Hal ini tidak
luput dari persepsi para UMKM atau pelaku ekonomi lainnya mengenai rumitnya pengurusan
dokumen-dokumen yang diperlukan untuk NIB. Diharapkan antusiasme warga Desa Tegalreja
terhadap pembuatan NIB dapat ditingkatkan, sehingga dapat mencapai manfaat yang lebih besar
bagi perkembangan ekonomi dan hukum di tingkat lokal.

Pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan survei atau observasi dari rumah ke
rumah atau dengan mengunjungi setiap pemilik UMKM di Desa Tegalreja. Tim mencatat hasil survei,
tanggapan, dan masukan yang diberikan oleh pemilik UMKM selama kunjungan. Mereka mencatat
informasi tentang tingkat kesadaran, pemahaman, dan kebutuhan terkait dengan aspek lingkungan
dan legalitas usaha. Tim mengunjungi setiap rumah atau tempat usaha UMKM sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan. Mereka melakukan pendekatan yang ramah dan menghormati dalam
berinteraksi dengan pemilik usaha. Tim yang bertanggung jawab merencanakan jadwal dan rute
kunjungan ke setiap rumah atau tempat usaha UMKM di Desa Tegalreja. Mereka juga menyiapkan
materi dan instrumen survei atau observasi yang akan digunakan selama kunjungan. Selama
kunjungan, tim melakukan survei atau observasi terkait dengan kesadaran lingkungan dan legalitas
usaha di kalangan UMKM. Mereka dapat menggunakan kuesioner terstruktur atau melakukan
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wawancara langsung untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Tim memberikan
informasi kepada pemilik UMKM tentang pentingnya memiliki NIB dalam menjalankan usaha
mereka. Mereka menjelaskan manfaat dan prosedur penerbitan NIB serta menjawab pertanyaan
atau kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh pemilik usaha.

Gambar 1. Pendampingan untuk Pengisian Formulir

Dengan melakukan kegiatan survei atau observasi dari rumah ke rumah atau dengan mengunjungi
setiap pemilik UMKM, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih dekat antara tim pengabdian
masyarakat dan warga Desa Tegalreja. Pendekatan ini juga memungkinkan tim untuk memahami
secara lebih mendalam tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh UMKM serta memberikan
dukungan yang lebih efektif dalam memperoleh NIB dan meningkatkan kesadaran hukum dan
lingkungan di tingkat lokal[12].

Gambar 2. Pembuatan NIB secara Mandiri
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Tim pengabdian masyarakat berinteraksi dengan warga secara langsung untuk memberikan
informasi tentang pentingnya memiliki NIB, menjelaskan prosedur penerbitan, dan mendengarkan
masukan atau kekhawatiran yang mereka miliki. Keterlibatan mahasiswa tidak hanya memberikan
manfaat praktis bagi kegiatan tersebut, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk
belajar dan mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan keterampilan kerja tim dalam
konteks nyata. Ini juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat, serta
membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab di kalangan mahasiswa.

Gambar 3. Penyerahan NIB pada Pelaku Usaha

Proses penyerahan NIB pada pelaku usaha harus dilakukan dengan transparan, efisien,
dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
pelaku usaha mendapatkan identitas usaha yang sah dan diakui secara resmi oleh pemerintah.
Setelah menerima NIB, pelaku usaha dapat langsung menggunakan NIB tersebut dalam aktivitas
operasional mereka. NIB akan digunakan untuk berbagai keperluan resmi, termasuk mengakses
layanan publik, bertransaksi, dan memenuhi persyaratan hukum lainnya[13].

Salah satu tujuan utama dari usaha penerbitan NIB yakni untuk memberikan keringanan
kepada pelaku usaha guna mendapatkan dukungan permodalan, seperti perlengkapan
pendukung, modal usaha tambahan, dan dana pengembangan usaha [14]. Tindakan ini juga
memiliki manfaat dalam pendataan UMKM yang ada, sehingga mempermudah proses penyaluran
bantuan dari program pemerintah seperti Bantuan Produktivitas Usaha Mikro (BPUM). Proses
penerbitan NIB kini telah diintegrasikan dengan sistem elektronik yang dikenal sebagai Online
Single Submission (0SS), yang memungkinkan proses pelepasan NIB menjadi lebih efisien dan
terpusat [15].

Situs web 0SS menawarkan sejumlah perjanjian lisensi komersial [16]. Bukti resmi
legitimasi komersial atau sertifikat merupakan bentuk izin yang diberikan kepada badan
usaha[17]. Membuat NIB melalui website OSS sepenuhnya gratis, pengelolaannya relatif cepat
dan sederhana, dapat menghemat waktu dan biaya [18]. Bahwa implementasi pembuatan NIB
memiliki dampak positif terhadap kesadaran lingkungan dan pemahaman legalitas usaha bagi
UMKM di Desa Tegalreja.
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Tabel 1. Dampak Positif Kesadaran Legalitas Usaha

Pemicu Dampak

Peningkatan Kesadaran Pemilik UMKM cenderung lebih sadar akan dampak

Lingkungan lingkungan yang dihasilkan oleh operasi mereka

Peningkatan Pemahaman  Pemilik UMKM yang mengurus NIB menjadi lebih sadar

Legalitas Usaha akan pentingnya memahami dan mematuhi peraturan dan
regulasi yang berlaku dalam menjalankan usaha mereka

Edukasi Lingkungan Pemilik UMKM bisa lebih siap dan terdidik tentang praktik

dalam Proses NIB bisnis berkelanjutan

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini dijalankan dengan tujuan agar para pelaku UMKM dapat beroperasi dalam
kerangka undang-undang yang melindungi mereka. Selain itu, manfaat dari penerbitan NIB bagi
UMKM termasuk kemampuan agar memperoleh dukungan usaha dari pemerintah, akses ke sumber
permodalan, memiliki legalitas usaha yang sah, serta memperoleh kepastian dan perlindungan
dalam menjalankan usaha. Proses penerbitan NIB dijalankan melalui platform Perizinan Online
Terpadu (0SS), yang dikenal sebagai Online Single Submission. Untuk mendukung pelaksanaan ini,
pelaku pengabdian akan memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM dengan menggunakan
pendekatan langsung ke pintu (door to door), atau dengan mengunjungi secara fisik kediaman
masing-masing pelaku UMKM. Dengan metode ini, informasi dan panduan mengenai proses
pembuatan NIB akan diberikan secara pribadi kepada setiap pelaku UMKM, memberikan peluang
untuk menjawab pertanyaan mereka dan memastikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses
tersebut.
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